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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis data kuisioner sistem pengendalian intern dapat diketahui bahwa

secara umum kondisi lingkungan pengendalian di pemerintah daerah

Kabupaten Sijunjung berada pada kriteria cukup. Hal ini menunjukkan bahwa

masih banyak kelemahan dan sangat diperlukan perbaikan guna mendukung

terlaksananya SPIP yang baik di Pemerintah Daerah Kabuaten Sijunjung.

2. Sub unsur yang paling berpengaruh dalam membangun lingkungan

pengendalian yang kondusif pada pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung

adalah sub unsur penegakan integritas dan nilai etika  serta kepemimpinan

yang kondusif.

3. Terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah

Kabupaten Sijunjung dalam penyelenggaraan SPIP seperti adanya

keterbatasan biaya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi SPIP kepada

semua pegawai dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung, adanya

keterbatasan biaya dalam pelaksanaan SPIP, sumber daya manusia, serta

waktu dalam melakukan pemetaan SPIP dan kegiatan penilaian resiko
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sehingga pemetaan SPIP dan penilaian resiko yang telah dilaksanakan hanya

dilakukan terhadap beberapa SKPD terpilih.

4. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah  daerah Kabupaten Sijunjung

dalam hal ini Kepala Daerah adalah memastikan adanya komitmen pimpinan

(Kepala Daerah) dalam menerapkan keseluruhan sub unsur lingkungan

pengendalian, menyelenggarakan pola mutasi pegawai yang sehat dan

transparan, peningkatan SDM pegawai melalui pendidikan dan pelatihan

berkesinambungan, membentuk tim SPIP di masing-masing SKPD, serta

mengoptimalkan peran inspektorat dalam memonitoring dan melakukan

evaluasi terhadap penerapan SPIP di pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui masih terdapat

beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung

yaitu sebagai berikut :

1. Belum adanya aturan perilaku/ standar etika pegawai yang mengatur aturan

berprilaku bagi pegawai di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten

Sijunjung. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Sijunjung untuk membuat aturan perilaku/ standar etika bagi pegawai untuk

mengatur prilaku pegawai di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten

Sijunjung sehingga dengan adanya aturan perilaku dan standar etika ini dapat
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menghindari terjadinya pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang

oleh pegawai di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.

2. Karena belum adanya aturan perilaku dan standar etika di Pemerintah Daerah

Kabupaten Sijunjung maka belum adanya penandatanganan pakta integritas

oleh semua pegawai dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.

Hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung

agar diterapkan aturan perilaku dan standar etika sehingga pakta integritas

dapat disosialisasikan dan ditandatangani oleh semua pegawai di lingkungan

Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.

3. Belum adanya prosedur tertulis berupa instruksi kerja pemberian wewenang

kepada pegawai untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan. Hal ini

dapat menjadi masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung agar

memerintahkan masing-masing pimpinan SKPD untuk membuat instruksi

tertulis  dalam pemberian wewenag kepada pegawai agar pelaksanaan

kegiatan berjalan dengan lancar.

4. Belum adanya pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang dibuat dan

disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah Kabupaten Sijunjung.

Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung

untuk membuat pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan tidak

hanya berpedoman pada pedoman teknis yang dibuat oleh BPKP.
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5. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah daerah Kabupaten

Sijunjung dalam penerapan SPIP harus segera diatasi terutama dengan

mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi SPIP secara

bertahap kepada semua pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Sijunjung

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu  :

1. Informan/narasumber yang mengisi daftar uji dalam penelitian ini masih

terbatas pada beberapa orang pejabat eselon III dan IV berasal dari

beberapa dinas/badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Sijunjung sehingga belum mewakili seluruh pegawai dan SKPD yang

berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

2. Tidak semua unsur-unsur SPIP yang diuji dalam penelitian ini , penelitian

ini hanya melakukan pengujian terhadap unsur Lingkungan Pengendalian

dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Instansi Pemerintah.

5.4 Saran

Pada penelitian ini penulis menyarankan agar pemerintah daerah Kabupaten

Sijunjung benar-benar melaksanakan Pengendalian Intern yang pada penerapannya

mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu diperlukan Komitmen yang tegas

dari Kepala Daerah selaku pucuk pimpinan dengan dukungan dan juga komitmen

sepakat oleh seluruh jajaran pejabat beserta staf pada Pemda Kabupaten Sijunjung.

hal ini juga terkait dengan penyediaan anggaran untuk peningkatan sumberdaya

manusia seluruh pegawai khususnya dalam hal pemahaman terhadap SPIP.

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya keterbatasan penelitian di atas

dilengkapi dengan memperbanyak jumlah informan sehingga informasi yang

diperoleh lebih menggambarkan kondisi lingkungan pengendalian dalam penerapan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Daerah Kabupaten

Sijunjung. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan menggunakan skala

pengukuran lain dalam penilaian sub unsur Lingkungan Pengendalian pada Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
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